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Abstrak: Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan program dari periode lama
ke periode baru pemerintahan Kota Malang. Semangat utama kajian ini adalah
menganalisis peta transisi program masing-masing urusan dari bentuk program
yang lama ke program yang baru Dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk
dapat menghasilkan representasi dari kinerja program Bidang Ekonomi di Kota
Malang sebagai landasan atau acuan pelaksanaan kinerja RPJMD Kota Malang
periode tahun 2018-2023. Selain itu dokumen Evaluasi Kinerja Program Bidang
Ekonomi juga merupakan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kota
Malang, sebagai upaya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Kota
Malang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi model
CIPP (Contect, Input, Process, and Product). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan,
penempatan indikator belum merepresentasikan program serta masih banyak
keterbatasan data untuk menelaah lebih dalam dan lebih jauh.

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, Pembangunan Ekonomi.

Abstract: This study is motivated by the change of the program from the old period to
the new period of governance in Malang. The main spirit of this study is to analyze the
program transition map of each matter from the old program to the new program. The
implementation of this activity is to be able to produce a representation of the performance
of the Economic Field program in Malang City as a basis or reference for the
implementation of the performance of the RPJMD in the period 2018 Malang -2023.
Besides that, the Performance Evaluation document for the Economy Program is also a
recommendation to the Regional Government of Malang City, as an effort to effectively
and efficiently implement the development of Malang City. Data analysis was performed
using the CIPP (Contect, Input, Process, and Product) model evaluation technique. Based
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PENDAHULUAN
Dimensi waktu yang menunjukkan jang-

kauan dan capaian pembangunan melahir-
kan berbagai produk perencanaan pemba-
ngunan dengan orientasi yang berbeda, meli-
puti rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan jangka pendek.
Pemerintah Kota Malang dalam melaksana-
kan proses pembangunan mengacu pada
RPJMD Tahun 2018-2023, yang memiliki Visi
pembangunan “Kota Malang Bermartabat”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumus-
kan 4 (empat) misi pembangunan daerah
sebagai berikut:

Misi 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pen-
didikan, Kesehatan dan Layanan
Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Misi 2 : Mewujudkan  Kota  Produktif  dan
Berdaya  Saing  Berbasis  Ekonomi
Kreatif, Keberlanjutan dan Keter-
paduan

Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun
dan Toleran berasaskan Kebera-
gaman dan Keberpihakan terha-
dap Masyarakat Rentan dan Gen-
der

Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masya-
rakat atas Layanan Pemerintah
yang Tertib Hukum, Profesional
dan Akuntabel.

Disahkan dan ditetapkannya RPJMD
Kota Malang Tahun 2018-2023 secara tidak
langsung sebagai penanda bahwa berakhir-
nya RPJMD Kota Malang periode sebelumnya
yakni Tahun 2013-2018. Secara substantive,
konten dari Rencana Pembangunan Jangka
Mendengah Daerah menjelaskan penca-

paian Visi dan Misi Kepala Daerah dengan
melalui pencapaian Tujuan, Sasaran, dan
Program di level paling teknis dalam doku-
men RPJMD. Tujuan, Sasaran, dan Program
disusun secara sistematis sebagai sebuah
aktifitas dalam mencapai cita-cita Kota Ma-
lang. Berarti secara logis dapat diasumsikan
bahwa disaat cita-cita Kota Malang berubah
dari periode Tahun 2013-2018 ke tahun 2018-
2023 maka Tujuan, Sasaran, dan Program
akan menyesuaikan atau merepresentasikan
cita-cita Kota Malang yang baru.Kegiatan
Evaluasi Kinerja Program Bidang Ekonomi di
Kota Malang bertujuan sebagai dudukan
Pemerintah Kota Malang dalam melaksa-
nakan program baru dalam periode RPJMD
tahun 2018-2023. Dengan berubahnya pro-
gram khususnya di Bidang Ekonomi maka
yang perlu kita ketahui adalah peta transisi
program masing-masing urusan dari bentuk
program yang lama ke program yang baru.
Selain itu, evaluasi kinerja program Bidang
Ekonomi juga dapat memberikan rekomen-
dasi terhadap Pemerintah Kota Malang
secara realistis bagaimana program tesebut
terlaksana pada periode sebelumnya, dan
memahami konsekuensi logis dari perubahan
program baru yang telah dicanangkan pada
RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Mengingat periodisasi pembangunan
RPJMD telah berjalan sekitar satu  tahun,
maka jangkauan analisis evaluasi program
yang dapat diidentifikasi adalah pada pro-
gram yang sama atau pada indikator yang
sama. Dengan demikian langkah strategis
pertama adalah memetakan transisi program
kemudian menyortir program atau indicator
yang sama dengan periode sebelumnya.
Langkah kedua melihat kinerja program atau

on the evaluation conducted, the placement of indicators does not represent the program
and there are still many data limitations to examine deeper and further.

Keywords: Evaluation, Performance, Economic Development.
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indikator tersebut terhadap outcome pemba-
ngunan daerah. Kemudian langkah terakhir
memberikan rekomendasi terkait keberlan-
jutan penggunaan program, indicator mau-
pun target yang dapat saja dirubah, ditambah
maupun dikurangi

METODE
Analisis data dilakukan dengan menggu-

nakan teknik evaluasi model CIPP. Model
CIPP merupakan singkatan dari Contect, In-
put, Process, and Product. Menurut Mulya-
ningsih (2011) evaluasi CIPP dikenal dengan
nama evaluasi formatif dengan tujuan me-
nentukan pengambilan keputusan dan per-
baikan program, khususnya dalam pelaksa-
naannya. Penjelasan atas masing-masing
aspek dalam model evaluasi CIPP adalah
sebagai berikut:

1.   Evaluasi Context
Evaluasi konteks (context evaluation) me-
rupakan dasar dari evaluasi yang bertu-
juan menyediakan alasan-alasan (ratio-
nale) dalam penentuan tujuan (Baline R.
Worthern & James R Sanders, 1979). Eva-
luasi konteks memberikan informasi bagi
pengambil keputusan dalam perencana-
an suatu program yang akan on going.
Selain itu, konteks juga bermaksud ba-
gaimana rasionalnya suatu program.
Analisis ini akan membantu dalam me-
rencanakan keputusan, menentapkan
kebutuhan dan merumuskan tujuan pro-
gram secara lebih terarah dan demo-
kratis

2.   Evaluasi Input
Evaluasi input (input evaluation) merupa-
kan evaluasi yang bertujuan menye-
diakan informasi untuk menentukan ba-
gaimana menggunakan sumberdaya
yang tersedia dalam mencapai tujuan
program. Evaluasi input meliputi analisis
personal yang berhubungan dengan
bagaimana penggunaan sumber-sumber

yang tersedia, alternatif-alternatif stra-
tegi yang harus dipertimbangkan untuk
mencapai suatu program.

3.   Evaluasi Proses (Process Evaluation)
Evaluasi yang dirancang dan diapli-
kasikan dalam praktik implementasi
kegiatan disebut dengan evaluasi proses.
Untuk melihat apakah pelaksanaan pro-
gram sudah sesuai dengan strategi yang
telah dilaksanakan tersebut, maka perlu
diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut
dinamakan evaluasi proses. Evaluasi
proses termasuk mengidentifikasi perma-
salahan prosedur pada pelaksanaan keja-
dian dan aktivitas. Tujuan evaluasi pro-
ses yaitu untuk mengidentifikasikan atau
memprediksi dalam proses  pelaksanaan,
seperti  cacat  dalam  disain  prosedur atau
implementasinya (Badrujaman, 2009).
Selanjutanya dijelaskan pula bahwa eva-
luasi proses juga bertujuan untuk menye-
diakan informasi sebagai dasar memper-
baiki program, serta untuk mencatat, dan
menilai prosedur kegiatan dan peristiwa.

4.   Evaluasi Produk (Produck Evaluation)
Evaluasi produk adalah evaluasi yang
bertujuan untuk mengukur, menginter-
pretasikan dan menilai pencapaian pro-
gram (Stufflebeam & Shienfield, 1985).
Evaluasi produk adalah evaluasi meng-
ukur keberhasilan pencapaian tujuan.
Evaluasi dapat juga bertujuan mengum-
pulkan deskripsi dan penilaian terhadap
iuran (outcome) dan menghubungkan itu
semua dengan objektif, konteks, input,
dan informasi.proses, serta untuk meng-
interpretasikan kelayakan dan keberhar-
gaan program. Evaluasi produk dapat
dilakukan dengan membuat definisi
operasional dan mengukur kriteria peng-
ukuran yang telah dicapai (objektif),
melalui pengumpulan nilai dari stake-
holder, dengan unjuk rasa (performing)
baik dengan menggunakan analisis
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secara kuantitatif, maupun kualitatif
(Trotter et al., 1998).

Dalam pelaksanaan analisis, proses ana-
lisis data dilakukan dengan menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut:

1.   Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data ini
yang dilakukan ada dua metode yang
dipakai secara terpadu yaitu observasi,
wawancara, dan studi dokumentasi.

2.   Reduksi Data Analisis
Reduksi data dilakukan guna mena-
jamkan, menggolongkan data sehingga
kesimpulan finalnya dapat ditarik atau
diverifikasi. Data yang diperoleh lang-
sung ditulis dengan rinci dan sistematis
setiap selesai mengumpulkan data.
Kemudian informasi/dokumen dipilih
hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus
kajian agar mudah untuk menyimpul-
kannya. Reduksi data dilakukan untuk
mempermudah dalam mencari kembali
data yang diperoleh bila diperlukan.

3. Display Data atau Penyajian Data
Display data dilakukan dengan mengum-
pulkan data atau informasi secara tersu-
sun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Data yang sudah ada disusun
dengan menggunakan teks yang bersifat
naratif dan teks dialog.

4.   Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Dalam penarikan kesimpulan, pelaksana
mengkaji semua data yang dikembang-
kan menjadi informasi penting dari
OPD/instansi, yang terkait dengan im-
plementasi program, sehingga kemudian
menjadi kesimpulan yang  kuat sebagai
hasil akhir kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut pembahasan hasil kajian disaji-

kan berdasarkan urusan:

1.   Urusan Pendidikan
Secara garis besar pelaksanaan urusan

Pendidikan dan kebudayaan yang dilaksa-
nakan oleh Dinas Pendidikan dan kebuda-
yaan (Tahun Perencanaan 2013-2019) sejauh
ini masih banyak data yang belum terin-
vetarisir, sehingga masih diperlukan tindak
lanjut untuk kegiatan pemenuhan data.

Adanya Transisi perencanaan jangka
menengah daerah yang kemudian diikuti
pula dengan transisi kelembagaan dan peren-
canaan OPD penyelenggaraan urusan meng-
akibatkan Urusan Pendidikan dan kebuda-
yaan dilebur menjadi satu. Dimana program
urusan Pendidikan sebelumnya terdapat 5
program kini menjadi 3 program ditambah
dengan 1 program urusan kebudayaan,
sehingga Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan
Kota malang kine mengampu total 4 program
untuk 2 urusan. Secara umum belum banyak
isu yang bisa diperoleh, karena pertimbang-
an data yang belum tersedia, sehingga belum
banyak diperoleh temuan terkait pelak-
sanaan urusan Pendidikan dan kebudayaan.

2.   Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Secara garis besar pelaksanaan urusan

Kepemudaan dan Olahraga yang dilak-
sanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
(Tahun Perencanaan  2013-2019)  sudah
terpenuhi keseluruhan data realisasinya.

Adanya Transisi perencanaan jangka
menengah daerah yang kemudian diikuti
pula dengan transisi kelembagaan dan peren-
canaan OPD penyelenggaraan urusan meng-
akibatkan  Urusan  Kepemudaan  dan  Olah-
raga  selanjutnya  bergabung  dengan Urusan
pariwisata. Sedangkan program yang awal-
nya terdapat 5 program pada urusan kepe-
mudaan dan olahraga disederhanakanlah
menjadi 2 program.

Secara umum jika dijelaskan Isu dalam
pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah-
raga adalah kaitannya dengan indikator pro-
gram terutama pada 2 program baru dimana
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setelah adanya restrukturisasi maupun pele-
buran terdapat beberapa prinsip utama da-
lam pembangunan kepemudaan yang  men-
jadi hilang diantaranya pengembangan
potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dll,
yang mana beberapa prinsip ini menjadi
tidak terepresentasikan pada indikator 2 pro-
gram baru tersebut.

Direkomedasikan untuk mempertim-
bangkan kembali guna memunculkan indi-
kator yang berkaitan dengan prinsip pember-
dayaan, dan pengembangan potensi
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepe-
loporan pemuda karena diharapkan pela-
yanan yang diberikan pada urusan ini mam-
pu menumbuhkan patriotisme, dinamika,
budayaprestasi, dan semangat profesiona-
litas; tidak hanya terkunci pada partisipasi
dan peran aktif pemuda saja.

3.   Urusan Lingkungan Hidup
Sebagian besar pencapaian kinerja me-

nunjukkan capaia positif, hanya Persentase
Kemitraan/Kerjasama yang terjalin dengan
Dinas Lingkungan Hidup yang menunjukkan
penurunan signifikan.

Analisis trend tidak dapat dilakukan
secara optimal karena data yang tersedia
hanya 2 tahun, sementara untuk melihat pola
pergerakan capaian kinerja minimal 3 tahun.

Untuk data-data yang yang terlanjur
tidak ada pada tahun 2014 sampai 2016, agar
dapat dimaksimalkan data capaian 2019
minimal sampai dengan triwulan 3.

Terkait indikator kinerja yang berada
pada dua program berbeda sebaiknya salah
satunya dihilangkan saja.

4. Urusan Kesehatan
Hanya 8 program yang menunjukkan

capaian kinerja yang tidak maksimal, artinya
mayoritas kinerja pada urusan kesehatan
telah optimal.

Pada program-program baru, terlalu
banyak indikator yang sampai 2018 tidak

tersedia data, sehingga meskipun diupayakan
untuk memperoleh data pada tahun 2019
sampai pada triwulan ke tiga tetap belum
maksimal menunjukkan trend dan gambaran
pencapaian.

Pertimbangkan kembali penggunaan
indikator yang tidak dapat menunjukkan
data kinerja sampai 2018.

Terkait indikator kinerja yang berada
pada dua program berbeda sebaiknya salah
satunya dihilangkan saja.

5.   Urusan Perhubungan
Secara umum pelaksanaan urusan per-

hubungan dalam tahun perencanaan 2014-
2018 terdapat 2 program yang terpenuhi
datanya dengan satu indikator yang sama
sedangkan 4 program belum dapat terpenuhi
datanya.

Urusan perhubungan dalam tahun
perencanaan 2019-2023 terdapat 4 program
baru yang belum dapat terpenuhi datanya

Pada program baru terdapat 2 program
dengan 1 indikator yang sama yaitu program
pengelolaan perparkiran dan program
BLUD pelayanan  parkir  dengan  indikator

Kontribusi retribusi pelayanan parkir
terhadap PAD.

Pada program baru tahun perencanaan
2019-2023 terdapat 2 program yang relatif
sama dengan indikator yang sama, yakni Pro-
gram Pengelolaan Perparkiran dan Program
BLUD Pelayanan Parkir. Sebagai saran
peneliti sebaiknya kedua program ini dikeru-
cutkan, apabila dalam pelayanan akan mela-
lui BLUD maka program pengelolaan per-
parkiran di hapuskan, sebaliknya jika dalam
pelayanan perparkiran dikelola sendiri oleh
dinas maka program BLUD pelayanan per-
parkiran dapat dihapus. Sedangkan dalam
realisasinya keduanya tidak bisa di hapus
maka rekomendasi akhir adalah indikatornya
dibedakan atau diperjelas sehingga kedua
program dapat diketahui capaian realisasinya
dengan indikator yang efektif.



P-ISSN: 2620-5785  E-ISSN: 2615-5702

45Bappeda Kota Malang

6.   Urusan Perpustakaan
Secara garis besar pelaksanaan urusan

perpustakaan dan kearsipan yang dilaksana-
kan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan
Arsip Daerah (Tahun Perencanaan 2013-
2019) belum semua data yang terpenuhi,
masih terdapat data yang belum memiliki
angka capaian yaitu terkait Program Peles-
tarian dan Pengembangan Koleksi Perpus-
takaan dan Program Pengelolaan Arsip
Daerah.

Secara umum Isu dalam pelaksanaan
urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah
kaitannya dengan indikator program yang
digunakan terutama pada Program Pelesta-
rian dan Pengembangan Koleksi Perpusta-
kaan dan Program Pengelolaan Arsip
Daerah.

Direkomedasikan untuk mempertim-
bangkan merubah indikator pada program
Program Pelestarian dan Pengembangan
Koleksi Perpustakaan dan Program Penge-
lolaan Arsip Daerah. Dimana indikator
“Persentase peningkatan koleksi yang terdigi-
talisasi” dirasa kurang tepat sehingga cukup
jika dirubah menjadi “Persentase koleksi
yang terdigitalisasi” tidak hanya terpaku
pada persentase peningkatan tiap tahunnya
melainkan terhadap seluruh koleksi eksem-
plar yang ada.

Mempertimbangkan untuk merubah
indikator program Program Pengelolaan
Arsip Daerah  dari  yang  sebelumnya adalah
Persentase peningkatan  dokumen arsip
yang terkelola sesuai kaidah kearsipan, men-
jadi “Persentase dokumen arsip yang terke-
lola sesuai  kaidah kearsipan” menghilang-
kan  kata “Peningkatan” agar  perhitungan
tidak hanya didasarkan oleh besaran pening-
katan melainkan kepada jumlah keseluruhan
arsip yang ada.

Indikator Persentase peningkatan koleksi
yang terdigitalisasi agar lebih representative
terhadap tujuan dari indikator tersebut maka
disaranakan definisi operasional dirubah
menjadi:

100
???

????? x

7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
Hal yang sangat penting dan perlu dicer-

mati adalah penetapan definisi operasional
yang kurang tepat. Sehingga hasil capaian
tidak betul-betul merepresentasikan kinerja
pelaksanaan program tersebut. Selain itu
masih banyak data-data yang seharusnya
mudah untuk disediakan, namun tidak
tersedia.

Memperbaiki kembali definisi operasional
seperti indikator yang telah ditetapkan, dan
kemudian hitung ulang sesuai dengan data
eksisting yang tersedia.

Mempertimbangkan  untuk  mengganti
indikator  program  Persentase  Peningkatan

Produksi Pertanian dengan Persentase
Peningkatan Produktifitas Pertanian. Dengan
asumsi wilayah Kota Malang dengan tipologi
perkotaan dengan luas lahan pertanian yang
sempit dan semakin menyempit setiap
tahunnya, isu terbesar dalam sektor pertanian
adalah efisiensi melalui peningkatan produk-
tifitas.

Berikut merupakan rekomendasi revisi
terhadap target yang telah ditetapkan di
RPJMD. Titik tekannya adalah bahwa dalam
penetapan target, selayaknya progresif setiap
tahunnya.

8.   Urusan Pertanian
Secara umum pelaksanaan urusan per-

tanian mengalami transisi, khususnya pada
pelaksanaan program pembangunannya
dari yang awalnya 4 program menjadi 2 pro-
gram dalam perencanaan tahun 2019-2023.
Dari total 4 program lama dengan 5 indika-
tor program, 3 indikator diantaranya diguna-
kan dalam program baru yakni Program
Peningkatan Peternak dan Kesehatan He-
wan. Sedangkan 1 program sisanya meng-
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ganti indikator yang terfokus dalam produksi
pertanian, dari indikator yang sebelumnya
adalah produktifitas pertanian.

Merujuk terhadap target indikator pro-
gram baru yang ditetapkan di RPJMD, mayo-
ritas target masih ditetapkan cenderung pesi-
mis. Sebagai contoh indikator Persentase Pe-
ningkatan Produksi Pertanian ditetapkan
target capaian rata 2% setiap tahun dari
2019-2023. Padahal merujuk rata-rata capai-
annya, dapat disimpulkan rata-rata pertum-
buhan produksi pertanian adalah diangka
2,86. Bahkan pada tahun 2018, pertumbuhan
hingga mencapai 25,11

9.   Urusan Pangan
Data secara keseluruhan pangan utama

tidak tersedia. Data yang tersedia adalah
rincian  ketersediaan  pangan  utama ditahun
2017 dan 2018. Untuk  menggambarkan
kebutuhan akan ketersediaan pangan utama
yang satu dengan lainnya tidak saling meng-
gantikan, alangkah lebih baiknya penetapan
indikator dan targetnya diperinci per jenis
pangan utamanya

10. Urusan Perindustrian
Secara umum pelaksanaan urusan perin-

dustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perin-
dustrian (Tahun Perencanaan 2013-2019)
dari 8 program hanya terdapat 4 program
yang disertai dengan data realisasi, sedang-
kan 4 program sisanya tidak memiliki data-
nya.

Transisi perencanaan jangka menengah
daerah yang kemudian diikuti pula dengan
transisi kelembagaan dan perencanaan OPD
penyelenggaraan urusan mengakibatkan
bergabung urusan perindustrian dengan
Urusan Koperasi UM dan Urusan Perda-
gangan. Sedangkan program yang awalnya
terdapat 8 program disederhanakanlah
menjadi 2 program.

Secara  keseluruhan, isu terbesar dari
pelaksanaan urusan perindustrian adalah

kaitannya dengan penetapan Indikator Pro-
gram yang notabeninya sebagai representasi
dari kinerja penyelenggaraan urusan. Hal
tersebut ditunjukkan dari indikator 2 program
barunya yang mana tidak konsisten antara
indikator dengan definisi operasional, mau-
pun indikator yang dirasa kurang merepre-
sentasikan peran seharusnya.Untuk Program
Pengembangan Industri dengan indikator
Persentase Peningkatan Jumlah IKM, hal
yang perludi perhatikan sebagai saran dari
peneliti adalah mengkonsistensikan indikator
kinerja yang digunakan dimana indikator
program secara tersurat menyebutkan Per-
sentase Peningkatan Jumlah IKM, namun
yang dihitung sebagai definisi operasional
dari indikator tersebut adalah seluruh pelaku
industri.

Dalam rangka penetapan target RPJMD
tahun 2019-2023, target cenderung di tetap-
kan stagnan, untuk itu selayaknya target
harus ditetapkan progresif setiap tahunnya.

11. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang dari total program lama terdapat 8
program yang disertai data sedangkan 9 pro-
gram sisanya tidak memiliki data Pada pro-
gram baru dengan total 5 program terdapat
7 indikator dari 4 program yang disertai data
sedangkan 6 indikator dalam 4 program
tersebut tidak tersedia data. untuk Program
Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang
Infrastruktur Saluran Air Limbah memiliki
satu indikator dimana indikator tersebut tidak
tersedia datanya.

12. Urusan Penanaman Modal
Secara umum pelaksanaan urusan pena-

naman modal pada masa perencanaan 2013-
2018 memiliki  2 indikator  utama  yaitu  Sur-
vei Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dan Per-
sentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal
dan Investasi Daerah hanya saja pada bebe-
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rapa tahun dalam kurun waktu tersebut
kedua indikator ini dilaksanakan oleh pro-
gram yang memiliki perbedaan nomenklatur
setiap tahunnya.

Transisi perencanaan jangka menengah
daerah yang kemudian diikuti pula dengan
transisi kelembagaan dan perencanaan OPD
penyelenggaraan urusan mengakibatkan ber-
gabunga urusan penanaman modan dan
urusan tenaga kerja. Sedangkan program
yang awalnya terdapat 9 program diseder-
hanakanlah menjadi 4 program pada urusan
penanaman modal.

Secara keseluruhan, isu terbesar dari
pelaksanaan urusan perindustrian adalah
kaitannya dengan ketidak sesuaian pene-
tapan target dan realisasi kinerja terutama
pada program dengan indikator Persentase
Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan
Investasi Daerah yang mana realisasiya
sangat jauh melampaui target yang ditentu-
kan sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait
penentuan program ataupun kesalahan da-
lam definisi operasional perhitungan realisasi
capaian program tersebut.

Pada Program Peningkatan Iklim Inves-
tasi dan Realisasi Investasi dan Program
Pengendalian, Promosi Penanaman Modal
dan Program Pengembangan Iklim Pena-
naman Modal dengan indikator Persentase
Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan
Investasi Daerah perlu dilakukan perbaikan
terkait penentuan target kinerja indikator
tersebut hal ini dikarenakan indikator yang
sama juga digunakan pada program baru
pasca peleburan urusan yaitu terdapat pada
Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal dengan indikator yang hamper sama
yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi
Daerah, oleh sebab itu penetuan target kiner-
ja yang lebih optimistis sangat diperlukan
mengingat pada program lama capaian indi-
kator ini tercapai jauh diatas target yang
ditentukan.

13.  Urusan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
Pelaksanaan urusan perumahan dan ka-

wasan pemukiman yang dilaksanakan oleh
dinas perumahandan kawasan pemukiman
(tahun perencanaan 2013-2018) dari 6 pro-
gram hanya terdapat 4 program yang bersta-
tus tersedia datanya, namun dengan catatan
pada tahun 2017-2018 saja karena pelaksa-
naan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu-
kiman baru dilaksanakan sejak tahun 2017
Program baru urusan perumahan dan ka-
wasan pemukiman tahun perencanaan 2019-
2023 terdapat satu program dengan tiga indi-
kator yang berstatus tidak tersedia data untuk
tahun 2014-2018.

Program Penataan Perumahan dan
kawasan permukiman yang dilaksanakan
tahun perencanaan 2019-2023 memiliki 3
indikator. 2 indikator diantaranya memiliki
variabel perhitungan yang berbanding ter-
balik. Sebagai saran dari peneliti agar indika-
tor ini di sederhanakan menjadi satu indika-
tor yakni persentase pelayanan rumah layak
huni agar lebih mudah di capai, efisiens, jelas
dan mudah dipahami.

14. Urusan Pariwisata
Secara garis besar  pelaksanaan  urusan

pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata (Tahun Peren-
canaan 2013-2019) masih belum terinven-
tarisir seluruhnya, sehingga masih perlu dila-
kukan tindak lanjut penggalian data.

Adanya Transisi perencanaan jangka
menengah daerah yang kemudian diikuti
pula dengan transisi kelembagaan dan
perencanaan OPD penyelenggaraan urusan
mengakibatkan  Urusan  Pariwisata  selan-
jutnya  bergabung  dengan  Kepemudaan
dan Olahraga.

Secara umum jika dijelaskan Isu dalam
pelaksanaan urusan ini masih belum banyak
yang tergali, karena masih banyak keterba-
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tasan data yang diperoleh, sehingga masih
memerlukan tindak lanjut, tetapi terdapat
temuan terkait definisi operasional indikator
program yang dirasa masih kurang tepat,
sehingga direkomendasikan untuk di lakukan
perbaikan.

Direkomedasikan untuk memperbaiki
definisi opereasional dalam menghitung indi-
kator Program Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata, dengan inidkator yaitu
“Persentase destinasi wisata yang dibina”,
indikator ini memiliki definisi operasional
Jumlah Destinasi Yang di Bina / 57 x 100%
direkomendasikan dirubah menjadi Jumlah
Destinasi Yang di Bina / keseluruhan jumlah
destinas wisata x 100%

Direkomedasikan untuk memperbaiki
definisi opereasional program Pemasaran Pa-
riwisata dan Pengembangan Ekonomi Krea-
tif dengan indikator Persentase pemasaran
Pariwisata, dengan definisi operasional yaitu
“Tahun Berjalan -- (N-1) / (N-1) X 100 %”
direkomendasikan untuk dirubah menjadi
“jumlah event promosi pariwisata (yang
tersedia/memungkinkan) dibandingkan
dengan keikutsertaan Kota Malang dalam
memasarkan pariwisatanya pada event
tersebut kemudian selanjutnya untuk dipre-
sentasekan”

15. Urusan Perikanan
Secara umum pelaksanaan urusan peri-

kanan di Kota Malang mengalami transisi,
baik dalam pelaksanaan programnya mau-
pun kelembagaanya. Namun tidak ada per-
ubahan yang cukup signifikan, yang mana
hanya perubahan dari sebelumnya 2 pro-
gram dengan 2 indikator menjadi 1 program
dengan 1 indikator yang sama dengan indi-
kator lama.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang
konsisten setiap tahunnya, namun yang perlu
dijadikan catatan adalah fluktuasi pertum-
buhan yang tidak stabil yang mana tumbuh
cukup signifikan ditahun 2015 dan 2016, na-
mun melambat cukup drastis.

KESIMPULAN
Dengan memperhatikan analisis per-

urusan terhadap kinerja program Kota Ma-
lang, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1.   Mayoritas data tidak tersedia pada tahun

2018 dan 2019, sehingga sedikit sulit un-
tuk menganalisis trend capaian kinerja;

2. Sebaigan besar indikator tidak repre-
sentatif, artinya ukuran yang melekat
pada indikator tidak dapat merepre-
sentasikan kinerja program;

3. Beberapa indikator dilekatkan pada be-
berapa program berbeda;

SARAN
Adapun saran dengan berdasarkan pada

temuan di kesimpulan di atas adalah sebagai
berikut:
1. Menginfentarisir data dengan baik. Sis-

tem pemrolehan dan direktori data perlu
ditingkatkan;

2. Melakukan  penyesuaian  terhadap  indi-
kator-indikator  yang  tidak  representatif
terhadap program;

3. Menyesuaikan angka target pada pro-
gram yang kinerjanya telah jauh melam-
paui target;

4.   Menyempurnakan definisi operasional.
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